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KEPUTUSAN REKTOR 

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 

NOMOR ... 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI   

DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 

Menimbang : a.  bahwa dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta berkewajiban untuk merencanakan 

seluruh upaya pengembangannya berbasis evaluasi diri yang 

dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis; 

  b.  bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir a, perlu 

merumuskan Pedoman tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Diri di 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 

  c.  bahwa Ketua Senat Universitas telah mengirimkan surat Nomor 

………. perihal Penyampaian Draft Keputusan Rektor tentang 

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri di UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta; 

  d.  bahwa untuk melaksanakan butir a, b, dan c tersebut perlu 

menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Diri di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta; 

 

Mengingat : 1.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

  2.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

  3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diperbaharui  dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; 

  4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
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  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

  6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 20l9 

tentang Penddikan Tinggi Keagamaan; 

  7.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 

tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; 

  8.  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan; 

  9.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  10.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

  11.  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta  yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 dan telah dirubah dengan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. 

  12.  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;  

  13.  Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 

Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; 

  14.  Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 05 

Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI 

DIRI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 

 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pedoman adalah Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri di UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta; 

2. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 

3. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 

4. Dekan adalah Dekan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 

5. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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Pasal 2 

Tujuan 

 

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri Universitas, 

Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi sehingga dapat digunakan untuk: a) 

mendapatkan gambaran tentang kondisi riil, b) memperbaiki kelemahan, dan c) merancang 

program pengembangan pada masing-masing lembaga. 

 

Pasal 3 

Sasaran  

 

Pedoman ini mempunyai sasaran terciptanya keterpaduan dalam penyusunan Laporan Evaluasi 

Diri Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi sehingga Laporan Evaluasi 

Diri dapat digunakan untuk: a) memperlihatkan pencapaian mutu lembaga, b) menjaga agar kinerja 

institusi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya, dan c) menghasilkan program  

pengembangan lembaga di masa mendatang yang lebih sesuai. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup  

 

(1) Pedoman ini meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan 

Laporan Evaluasi Diri  Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi yang 

terdiri atas masukan, proses, luaran, dan capaian;  

(2) Masukan sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa: a) sumber daya berwujud (tangible): 

mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan b) sumber daya tidak 

berwujud (intangible): visi dan misi, kurikulum, pengetahuan, sikap, kreativitas, tata nilai dan 

budaya.  

(3) Proses sebagaimana ayat (1) Pasal ini mencakup aspek: tatapamong, tatakelola, 

kepemimpinan, pembelajaran, suasana akademik, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat;  

(4) Luaran sebagaimana ayat (1) Pasal ini meliputi: mutu dan relevansi lulusan (IPK, masa studi, 

masa tunggu lulusan, kesesuaian mutu lulusan dengan bidang kerja), hasil penelitian dan PkM 

(publikasi, hilirisasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)); 

(5) Capaian sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan, lulusan dan alumni, pengguna lulusan, dan mitra; akreditasi/sertifikasi/rekognisi 

nasional dan internasional.  

  

Pasal 5 

Penetapan Standar 

 

(1) Laporan Evaluasi Diri Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi 

digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) tingkat nasional dan internasional; 

(2) Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPMI dibuat setiap tahun; 
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(3) Laporan Evaluasi Diri dapat berupa hasil revisi Laporan Evaluasi Diri periode tahun 

sebelumnya jika memang terjadi kesamaan instrumen;  

(4) Periode Pelaporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPME tingkat nasional dan 

internasional dilaksanakan sesuai ketentuan dari lembaga akreditasi dimaksud; 

(5) Penyusun Laporan Evaluasi Diri dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau oleh 

suatu Tim berdasarkan ketentuan masing-masing tingkat: Universitas, Fakultas, dan Sekolah 

Pascasarjana; 

(6) Penyusun Laporan Evaluasi Diri wajib memahami maksud setiap butir instrumen sesuai 

instruksi yang ada dan ketentuan penilaiannya; 

(7) Penyusun Laporan Evaluasi Diri wajib bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian 

dengan data dan fakta yang ditulis; 

(8) Analisis Laporan Evaluasi Diri wajib dilakukan secara mendalam, komprehensif, dan jujur 

serta dapat diverifikasi secara mudah dan benar; 

(9) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri wajib melibatkan banyak pihak yang terkait internal dan 

eksternal sesuai instrumen; 

(10) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri wajib didukung data yang sangat cukup dan sumber data 

yang didasarkan kepada dokumen formal dan bukti yang sahih, serta dapat diakses secara 

online;  

(11) Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPMI menggunakan instrumen yang 

sama dengan instrumen yang digunakan untuk SPME agar lebih murah, efektif, dan efisien; 

(12) Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPMI dinilai oleh tenaga ahli internal 

dan eksternal; 

(13) Penilaian terhadap Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPMI 

menggunakan standar yang berlaku di lembaga akreditasi yang instrumennya digunakan; 

(14) Penilaian terhadap Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPMI dikelola 

oleh masing-masing LPM atau istilah lain yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, dan 

Sekolah Pascasarjana atas kebijakan pimpinan; 

(15) Sebelum Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPME diajukan ke lembaga 

akreditasi tertentu, dilakukan penilaian oleh tenaga ahli internal dan eksternal di luar lembaga 

yang akan mengakreditasi; 

(16) Pengajuan Laporan Evaluasi Diri untuk kepentingan pelaksanaan SPME dilakukan sesuai 

ketentuan di lembaga akreditasi tertentu tanpa ada keterlambatan dan kekurangan; 

 

Pasal 6 

Pelaksanaan 

 

(1) Laporan Evaluasi Diri Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib 

disusun setiap tahun sebagai salah satu pertanggung jawaban pimpinan sesuai tugas dan 

kewenangannya; 

(2) Laporan Evaluasi Diri Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi yang 

sudah disahkan pimpinan wajib disosialisasikan melalui website, brosur, pamflet, kegiatan 

tertentu, serta media online lainnya.  

 

 

 

Pasal 7  
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Evaluasi Pelaksanaan 

 

(1) Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib mengevaluasi 

keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan Laporan Evaluasi 

Diri;  

(2) Dalam melakukan evaluasi Laporan Evaluasi Diri sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, 

Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim 

yang terdiri atas unsur internal dan eksternal. 

 

Pasal 8  

Pengendalian Pelaksanaan Standar 

 

(1) Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib memantau secara 

periodik Laporan Evaluasi Diri untuk perbaikan ke kinerja dan pelaporan ke depan; 

(2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal 

ini, Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana dapat menetapkan suatu Tim yang terdiri 

atas unsur internal dan eksternal. 

 

Pasal 9 

Peningkatan Standar 

 

(1) Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib meningkatkan mutu 

secara berkala atas dasar hasil Laporan Evaluasi Diri; 

(2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal 

ini, Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu 

Tim yang terdiri atas unsur Internal dan Eksternal. 

 

Pasal 10 

Monitoring dan Evaluasi 

 

(1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi dibantu Tim melaksanakan monitoring 

Laporan Evaluasi Diri secara berkala; 

(2) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi dibantu Tim menyelenggarakan rapat 

monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Evaluasi Diri sekurang-kurangnya satu kali 

dalam sebulan; 

(3) Rektor, Dekan, dan Direktur mencantumkan pelaksanaan kewajibannya di bidang Laporan 

Evaluasi Diri kepada Rapat Pleno Tahunan Senat. 

 

Pasal 11 

Penutup 

 

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal….. 
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Rektor, 

 

 

 

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA 

NIP. 19631222 199403 2 002 

 

 

  


